a Besar yang memeriksa dan mengadili
flama dalam sidang Majelis Hakim telah

ut dalam perkara Cerai Talak antara:

ama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Kediaman di Dusun Telaga Lompa, Rt.003 /

Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten

18 ebagai Pemohon;
/ melawan
9 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

gni, tempat kediaman di dahulu tempat tinggal di Dusun
Telaga Lompa, Rt.003 / Rw.010, Desa Muer, Kecamatan
Plampang, Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar
wilayah Republik Indonesia (GHAIB), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
24 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sumbawa Besar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
929/Pdt.G/2018/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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Juli 2013, Pemohon dengan Termohon
ang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
ecamatan  Woha, Kabupaten Bima,
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

i 2013 ;

Pemohon dengan Termohon tinggal di
ga Lompa, Rt.003 / Rw.010, Desa Muer,
paten Sumbawa, selama Lebih Kurang 5
tara Pemohon dengan Termohon telah

aknya suami istri dan sudah dikaruniai 1

ebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon Pergi dari rumah
tanpa izin dari Pemohon sebagai suaminya.

5. Bahwa sejak akhir bulan Maret tahun 2018 berturut-turut hingga
sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon
dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak
kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di
wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain
menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-
temannya;

7. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada Awal Bulan Maret Tahun
2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara
Pemohon dan Termohon telah pisah Tempat tinggal dengan Termohon

sampai sekarang;
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tersebut rumah tangga Pemohon dengan
dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
K rumah tangga yang sakinah, mawaddah
tdahankan lagi; dan karenanya agar masing-
elanggar norma hukum dan norma agama
jalan terakhir bagi Pemohon untuk

dntara Pemohon dengan Termohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan;
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dalil-dalil permohonannya, Pemohon

aksi-saksi sebagai berikut :

atas nama Sanusi NIK 520601103780003
018, telah dibubuhi meterai cukup, dan

40/506/X/2018, atas nama Nurwahidah diterbitkan Kantor Kepala
Desa Muer, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa,
Tertanggal 23 Oktober 2018, telah dibubuhi meterai cukup, dan
sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, H Burhan bin H Yasin, umur 55 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.012 RW.06
Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di bawah sumpah,
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak;
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h tangga Pemohon dan Termohon pada
rukun, namun sekarang ini rumah tangga
lagi karena sering terjadi perselisihan

menerus;

=

engkaran Pemohon dan Termohon terjadi

:-j

han dan pertengkaran Pemohon dan
terlambat sedikit pulang kerja Termohon

anak bawaan Pemohon ini yang

EVS

adinya pertengkaran antara Pemohon

KSI 2, Muhammad Saleh bin Slewang, umur 60 tahun, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Buru harian lepas, bertempat tinggal di RT.01

RW.010 Desa Muer Kecamatan Plampnag Kabupaten Sumbawa, di

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
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Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah tetangga Pemohon;

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
Bahwa Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan

danpertengkaran yang terus menerus;
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ihan dan pertengkaran Pemohon dan
terlambat sedikit pulang kerja Termohon
anak bawaan Pemohon ini yang

dinya pertengkaran antara Pemohon

agi dan menyampakan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
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adur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat

arena Termohon tidak pernah hadir di
panggil secara resmi dan patut dan tidak
sebabkan oleh suatu halangan yang sah,

tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan

gha Termohon telah dinyatakan tidak hadir,
punyai alasan serta tidak bertentangan
an ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
riksa dan diputus secara verstek;

pokok Pemohon mengajukan permohonan

Pemohon terlambat sedikit pulang kerja

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta
otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya
sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh
karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah

dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;
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didukung bukti tertulis P.1, Pemohon
tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa
i termasuk dalam vyurisdiksi Pengadilan
as8al 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
enjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun

eh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik
elgfatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Vienimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 04 Juli 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Termohon semula bertempat tinggal di wilayah hukum
Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan saat ini sudah tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), hal tersebut sesuai ketentuan
pasal 27 Peraturan Pemerintah nomo 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
H Burhan bin H Yasin dan Muhammad Saleh bin Slewang, keduanya telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
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materil saling bersesuaian satu sama lain
ang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta

esaksian para saksi tersebut, maka kedua

@rmohon adalah suami istri sah;

ermohon pernah hidup rukun dan telah

Termohon marah-marah dan adanya anak bawaan Pemohon ini yang
menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat
tinggal selam kurang lebih 1 tahun sampai sekarang.

- Bahwa sejak akhir bulan Maret tahun 2018 berturut-turut hingga
sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon
dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak
kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain
menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-
temannya;

- Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada Awal Bulan Maret

Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini
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ohon telah pisah Tempat tinggal dengan
erketetapan hati untuk bercerai dengan
kan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

n Pemohon dan Termohon telah terjadi

mi istri, akibat perselisihan hingga terjadi

vena 1

erlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada

&

karena keduanya sudah tidak saling
telah berketetapan hati untuk bercerai
@@ rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
juan perkawinan yaitu membentuk rumah

?kal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

rumah tangga diadakan;
Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon,
karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga
tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan
dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Bagarah ayat 227
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Sleka berazam (bertetap hati) untuk mentalak,

a Mendengar lagi Maha Melihat “.

awleoll prsio e d> pllasll

aya lebih didahulukan daripada mengambil

ya yang menjadi pokok persoalan dalam
gajukan ijin menjatuhkan talak terhadap
antara Pemohon dan Termohon sering
aran karena adanya anak bawaan Pemohon

terjadinya pertengkaran antara Pemohon

dan menyatakan tidak pula keberatan apabila Pemohon
menjatuhkan talak kepadanya;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan
cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan: salah
satunya bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena adanya anak
bawaan Pemohon ini yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran
antara Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah
terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun sampai sekarang,
dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-

istri;
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a benar Pemohon dan Termohon sering
r yang disebabkan karena adanya anak
ebabkan sering terjadinya pertengkaran
, akibatnya Pemohon dan Termohon telah
kurang lebih 1 tahun sampai sekarang,
bhon dan Termohon sudah tidak ada

ewajiban sebagaimana layaknya suami-

ngkan niatnya bercerai namun Pemohon tetap bersikeras bahkan
telah berketetapan hati (‘'azam) untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Dengan demikian permohonan Pemohon untuk
bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon
sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan

untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang
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Besar pada waktu yang akan ditentukan

filkarena Pemohon belum pernah bercerai
g akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah
sdami isteri sudah dalam keadaan bakda

n ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum

aturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
asi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya
bercerai dengan Termohon telah memiliki
ohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

ohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
nan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON,) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

Agama Sumbawa Besar;
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Doni Burhan Efendi,S.H.l.

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
ari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi
ab 1440 Hijriah oleh Mujitahid, S.H., M.H.
urhan Efendi,S.H.l. dan Hilman Irdhi
psing-masing sebagai Hakim Anggota,
ari itu juga dalam sidang terbuka untuk
drta para Hakim Anggota tersebut, dan
Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan

rnya Termohon.

5 Ketua Majelis,

Mujitahid, S.H., M.H.

Hilman Irdhi
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,,M.S.I.

Perincian biaya :

Disclaimer

Panitera Pengganti,

Najamuddin, S.Ag

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2018/PA.Sub

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



ah Agung Republik Indonesia

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 15
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



